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PUTUSAN
Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pare

—~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Parepare, 05 April 1991
(umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan : Mengurus
Rumah tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Tingkat
Pertama (SMP) , tempat kediaman di XXXXXXXXXXX,
Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini
dikuasakan kepada xxxxxxxxxxxxx, Advokat/ Penasehat
Hukum dan Konsultan Hukum, bertempat di
JIXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memilih alamat
elektronok XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam surat
kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2021, selanjutnya
disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bungi, 13 Juli 1983 (umur
38 tahun), agama Islam, pekerjaan : usaha peternakan
Ayam pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama
( SMP ) , tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan

DUDUK PERKARA No0.389/Pdt.G/2021/PA.Pare
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
08 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-
pare pada 11 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor
389/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1.  Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 , Penggugat
dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai
pencatat nikah kantor urusan agama (KUA), kecamatan Soreang
Kota Parepare , sebagaimana Duplikat Buku Nikah Akta Nikah
Nomor: Xxxxxxxxxxxxx Tertanggal 22 Februari 2021.
2. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat
hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal
bersama di rumah Nenek Penggugat di Parepare selama sebulan,
selanjutnya Penggugat dengan Tergugat Tinggal di Kalimantan sekitar
7 bulan selanjutnya sekitar Bulan September 2012 penggugat dengan
Tergugat pergi tinggal di Parepare selama 2 tahun lamanya , pada
tahun 2014 Penggugat bersama Tergugat pergi tinggal di Kabupaten
Gowa selama 3 tahun, dan sekitar tahun 2017 Penggugat bersama
Tergugat pergi tinggal di rumah orang Tua tergugat di Pinrang, dan
pada bulan maret 2021 penggugat tinggal di rumah Tante Penggugat
di Parepare sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Tergugat di Bungin kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia 2 ( dua) orang anak yang dibernama :
3.1 XXXXXXXXXXXXXi ((umur 8 tahun )
3.2, XXXXXXXXXXX  (‘umur 4 tahun )
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017, antara Penggugat
dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi.
Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihanvganrdpertiengkaian
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
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a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.

b. Tergugat sering pulang hingga larut malam dan jika
dinasehati Tergugat marah-marah.

C. Jika Tergugat marah-marah Tergugat mengucapkan Talak

Kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2021 disebabkan
karena Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan
kebiasaan buruknya yaitu sering minum minuman keras sampai
mabuk Namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, sejak kejadian tersebut
Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Maret 2021 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7
bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan
kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa
dan Mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat XXXXXXXXXX
terhadap Penggugat XXXXXXXXXXX
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkagsPengguaget rdatang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor xxxxxxxxxxTertanggal
22 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaanxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. XXxXxxxxxxxxxxxx di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

) Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami

Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi;

° Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di rumah nenek Penggugat di Parepare;

) Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang
anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan
) Bahwa yang saksi ketahui pada reveedmyecaomahPiangga

Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2017 rumah
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tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

) Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
) Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan

pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai
mabuk;
) Bahwa Tergugat juga sering pulang larut malam dan jika
dinasehati Tergugat marah- marah;
o Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat dalam kondisi
mabuk berat;
o Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada
Penggugat saat marah- marabh;
) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak Maret 2021,
° Bahwa pernah saksi menasihati
Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak
berhasi;
Saksi 2, XXXXXXXXXXXXxxX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
® Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami
Penggugat, karena saksi adalah teman dari Penggugat;
) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal

bersama di rumah nenek Penggugat sebelum merantau ke

Kalimantan;
® Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak;
® Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan

Tergugat awalnya harmonis namun sekitar tahun 2017 tidak
Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan

harmonis lagi karena sering terjadi pertengkarsis3ss/Pdt.G/2021/PA.Pare
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) Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

) Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Penggugat sering mabuk dan jika dinasehati malah

marah pada Penggugat;

) Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
° Bahwa Tergugat punya kebiasaan pulang larut malam;
o Bahwa Tergugat juga kalau sudah marah- marah langsung

mengucapkan talak kepada Penggugat;

® Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal sampai sekarang sejak Maret 2021;

) Bahwa pernah saksi menasihati Penggugat agar rukun

kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatw. halangan. yangnsah,

No.389/Pdt.G/2021/PA.Pare

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, terbukti
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam
perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal

standing/ kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/
kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu
alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan
tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak- tidaknya untuk
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149
ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab
Al Anwar juz Il halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat

Majelis:

589 L old Groluwall plS> o oS Wl ED o
wibos 13l olg,) ad > Y oJUs)

Artinya :” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

ss¢l glaw Sz ojjwigl aled o liaxl i 0lg
(\f.c\-Y-Jlgjyl)d._gLC P.iz.”_g cu.u.”_g

Artinya :“ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta
boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan

hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Pengugat.demi Tergugatsterjadi
No.389/Pdt.G/2021/PA.Pare

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering

minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering pulang larut malam
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dan jika dinasehati malah Tergugat marah- marah dan jika sudah marah
mengucapkan talak kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat
telah pisah tinggal sejak Maret 2021 sampai sekarang tanpa saling
menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi
bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil, sesuai dengan Pasal 171 dan 172 R.Bg dan keterangannya
didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara
dua dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 R.
Bg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti dan

. . : Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan
keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkarrdtersebat.rireatas
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serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah
menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun
sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan jika dinasehati malah
Tergugat marah- marabh;
- Bahwa jika Tergugat sudah marah sering mengucapkan talak kepada
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
Maret 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri
harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam
suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan
agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal
ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum
minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering pulang larut malam dan jika
dinasehati malah Tergugat marah- marah dan jika sudah marah
mengucapkan talak kepada Penggugat membuat Penggugat merasa tidak
sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak Maret 2021 sampai sekarang tanpa saling memperhatikan
sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima
kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai
keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan
telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan TergugétPd:.G/2021/PA.Pare

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat
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merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan
Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk diduakan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara dua
dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban
suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah
ar-Rum ayat 21 :

Leo] | giSuni) l?[sji pSaniil o o5 15 Ol all o
OgSeiy pgsl wbY s (38 V] Aoz g 850 pSin J=zg

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah
figh yang berbunyi :

dlaoll ez Gle p xio suwliall s 5

. . . Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukanssdaripada/rarmenarik

kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai
denganTergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar
hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman

133 sebagai berikut :

wolall ade sl lgzg i) azg )l axt, pac sl ol
()

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak
dua”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang

perlu mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz I

halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang

berbunyi :
Il gl azg il awn olall s blgesr cai 5L
on bl plgy aze Bl Lo sl oSy 7ol
aill lgills login tXoYl & wolddl jzeq log) Lol
aisb
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim
dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang

pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor
534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara
perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan
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salah dua telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan
menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri
apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak
berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang
salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-
tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki
cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh
karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat
dijatuhkan dengan talak ba'’in shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

. . . . Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  no.389/Pdt.G/2021/PA.Pare

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh H. Mihdar,
S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti
zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H. H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Dr. Sitti zulaiha Digdayanti Hasmar,

S.Ag.,M.Ag.
Panitera Pengganti,

A. Napi, S. Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan
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Perincian biaya :

- PNBP 'Rp 70.000,00

- ATK 'Rp 50.000,00

Biaya Berkas : Rp  14.000,00

- Panggilan :Rp 460.000,00

- Meterai :Rp 10.000,00

- PBT :Rp 230.000.00
Jumlah ‘Rp 834.000,00
(delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
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